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Abstract
ClassAction in Indonesia to be see in Environmental Management Law No.23/1997
and have amanded Protection and Management of Environment Law No. 32/20009,
on the followed by Forestry Law No0.41/1999, and so on. In Indonesia, there are 3
(three) cases that attract attention: First, Kapak LPG Lawsuit, decision requets of
the plaintiff is won, but Jakarta Province Court decision was rejected. Second, the
victim of consumer of railways in Brebes. In this case requets of the plaintiff claim
wasgranted iswon. Third, Flooding lawsuit in Jakarta year 2002, in thiscase requets
of the plaintiff wasrejected, on the based of Indonesian Presiden, Governor of Jakarta
and Governor West Java is not responsible for flooding in Jakarta, but the mayor in

five regions of Jakarta Province under Law Local Governance No0.22/1999.
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I. PENDAHULUAN

Class Action atau gugatan perwakilan
diatur ddam Pasal 91 UU No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pasd 91 ayet (1) berbunyi:
“masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan kelompok untuk kepentingan
dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan
masyarakat apabila mengalami kerugian
akibat pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup™, ayat (2) “gugatan
dapat diajukan apabila terdapat kesamaan
fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta
jenis tuntutan di antara wakil kelompok
dan anggota kelompoknya”. Sebelumnya,
konsep gugatan perwakilan (Class Action)
sudah diperkenalkan oleh UU No.23 Tahun
1997 tentang Pengel ol aan Lingkungan Hidup

diatur pada pasal 37, sebagaimana
dikemukakan Koesnadi Hardjasoemantri
(2009:426), merupakan hal baru yang telah
lama dinantikan masyarakat. Kemudian
merebak pada regulasi bidang kehutanan,
perlindungan konsumen dan sumber dayaair
sertabidang jasakonstruksi.

K onsep gugatan perwakilan masyarakat
(Class Action) berasal dari negara-negara
yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon
atau Common Law system, seperti Inggris
dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali
gugatan ClassAction diatur dalam Supreme
Court Judicature Act pada tahun 1873 di
Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadops
oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam
United State Federal Rule of Civil
Procedure padatahun 1938. Padatahun 1966
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Istilah gugatan perwakilan atau Class
Action (CA), mula dikend ataudiakui secara
tegas dalam hukum di Indonesia sejak
diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, danlebihlanjut ddam UU
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. SebelumnyaClass Action tidak
dikend , bahkantidak ditemukan dalam hukum
acara perdata Indonesia (Abdulkadir
Muhammad, 2008).

Gugatan perwakilan (ClassAction) perlu
dipahami karena hingga saat ini masih
mengundang perdebatan ddam memaknanya
Pada saat penangkapan Abu Bakar Ba’asyir,
pernah dilakukan gugatan Class Action
terhadap Mabes Polri oleh Achmad Michdan
dan Munarman. Kendati oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan diputus dengan
menol ak gugatan tersebut, namun menarik
untuk mencermati geliat praktis hukum dan
penegak hukum dalam beracaramenerapkan
gugatan perwakilanini.

M uhamad Erwin mengemukakan bahwa
UU No.23 Tahun 1997 atau UUPLH
merupakan hal yang pertama kali dalam
sejarah peraturan perundang-undangan
nasiona, di managugatan perwakilan (Class
Action) diberikan dasar penerapannyasecara
tegas. OlehkarenaClassAction lebih dikenal
di negara-negara yang menganut sistem
Common Law atau Anglo Saxon, makatidak
heranjikaliteratur dan dikursusilmiah tentang
gugatan perwakilan (Class Action) masih
sangat sedikit. Bahkantidak sedikit pengertian
Class Action, oleh pengamat atau banyak
orang, dicampuradukkan dengan konsep “hak
gugat LSM” (Muhammad Erwin,2009:137-
141).

Namun tidak semua permasalahan
lingkungan seperti pencemaran dan perusakan
lingkungan dgpat diangkat keranah penegekan
hukum lingkungan. Menurut P.Joko Subagyo
(2005:88-93) bahwa permasalahan
lingkungan disebabkan, yaitu; pertama,
kurangnya kesadaran masyarakat untuk
melapor; kedua, kurangnya keberanian
masyarakat untuk bertindak (mengklaim);
ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat
untuk menangani masalah lingkungan;
keempat, keterbatasan saranadan prasarana
dari pemerintah; kelima, kurang tegasnya
goparat (lingkungan) untuk bertindak; keenam,
tidak adanya satu pandangan/ konsepsi
mengenai lingkungan. Kunci penyel esaian
dalam penanganan masd ah lingkungan add ah
persamaan perseps antaramasyarakat, aparat
penegak hukum, praktisi dan aktivis
lingkungan, namun yang lebih utamaadalah
measa ah kewenangan dalam penegakan hukum
lingkungan.

Dari pemikiransebagamanadiilustraskan
di atas, dapat dirumuskan beberapa
permasa ahan yang akan dibahasddam karya
ilmiah ini yaitu: Pertama, Bagaimana
Pemahaman tentang gugatan perwakilan atau
class action? Kedua, Bagaimana praktik
gugatan perwakilan atau Class Action di
Indonesia?

[I.PEMBAHASAN
Konsep Gugatan Perwakilan (Class
Action)

Dari perspektif sgjarah, konsep gugatan
perwakilan (Class Action) pertama kali
dikenal di Inggrisyang menganut Common
Law System. Sejak diberlakukannya
Supreme Court Judicature Act tahun 1873
di Inggris, gugatan Class Action disidangkan
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pada Supreme Court. Namun, sebelum tahun
1873 gugatan Class Action hanya dapat
disidangkan pada Court of Chancery.
Kemudian, gugatan Class Action diadopsi
dan dikembangkan Iebih lanjut di Amerika
Serikat, Kanada, dan Australia dengan
menggunakan konsep dan praktik-praktik
peradilan yang berlangsung di Inggris.

Pasal 10 Rule of Procedures gugatan
CA dalam Supreme Court of Judicature Act
tahun 1873 menyatakan “Where there are
numerous parties having the same interest
in one action, one or more of such parties
may sue or be sued or may be authorized
by the court to defend in such action on
behalf of or for the benefit of all parties so
interested.” (Nyoman Nurjaya, http://
bl ogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/
gugatan-perwakilan-kel ompok-masyarakat-
class-action/, 3 Juli 2010).

Rumusan gugatan Class Action seperti
di ataskemudian diadops kedalam Rule23
the United Sate Federal Rules of Civil
Procedures (Amerika Serikat), The Federal
Court of Australia Act (Australia), dan The
Quebec Law Respecting the Class Actions
(Quebec, Kanada), dan juga dalam
pengaturan gugatan CA di negara-negaralain
seperti : Rule 13 Part 8 The Rules of
Supreme Court (New South Wales,
Australia), dan Order 1 Rule 8 India Code
of Civil Procedure tahun 1908 kemudian
direvis padatahun 1976 (India).

Mahkamah Agung Filipinapadatahun
1993 juga mengakui prosedur gugatan CA
dalam kasus sengketa lingkungan Minor
Oposa. Kasusini melibatkan penggugat yang
terdiri dari 14 anak-anak di bawah umur
(minor) yang didampingi oleh paraorang tua
merekamenggj ukan gugatan terhadap Menteri

Lingkungan Hidup Filipina(Secretary of the
Department of Environment and Natural
Resources/ DENR) mengena pembatalanijin
penebangan hutan (logging) dengan
mengatasnamakan kel ompok penggugat dan
sekaligusgeneras mendatang yang memiliki
kepentingan dan kepedulian yang samabagi
kelestarian hutandi Flipina
Di Amerika Serikat, reformasi hukum
untuk memasukkan konsep gugatan CA mula
dilakukan pada tahun 1966, dengan
mel akukan perubahan dan penambahan Pasal
23 mengenai gugatan CA daam hukum acara
perdata pada tingkat Federal. Pada tahun
1975 prosedur gugatan CA diadops dandiatur
dalam New York Civil Procedure Law and
Rules. Dalam United Sate Uniform Class
ActionsAct, sebuah UU mengena pengaturan
gugatan CA yang diadops oleh TheNational
Conference of Commissioners on Uniform
State Laws mempersyaratkan bahwa
prosedur sertifikas awa dan pemberitahuan
(notice) merupakan syarat yang wgjib dipenuhi
untuk menetapkan apakah gugatan yang
digjukan kelompok masyarakat menjadi
gugatan CA atau hanyagugatan biasa.
Perkembangan gugatan perwakilan
kelompok (Class Action) dibeberapanegara
tersebut telah melahirkan beberapa jenis
gugatan perwakilan kelompok (ClassAction)
yang berkembang di beberapanegaradi dunia,
yaitu: Plaintiff Class Action dan Defendant
Class Action; Public Class Action dan
Private Class Action; dan True Class
Action, Hybrid Class Action dan Spurious
ClassAction (E.Sundari, 2002:20-24)
a. Plaintiff Class Action dan Defendant
Class Action
Demi alasan efesiensi dan efektifitas,
prosedur gugatan perwakilan kelompok
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dikembangkan sesuai prakteknyadengan
kebutuhan negara yang menganutnya,
dilihat dari para pihak yang saling
berhadapan, di beberapa negara Class
Action dapat dibagi menjadi dua jenis
ClassAction yaitu Plaintiff Class Action
dan Defendant Class Action. Plaintiff
Class Action adalah pengajuan gugatan
secara perwakilan oleh seorang untuk
kepentingan sendiri atau kel ompok daam
jumlah besar. Defendant Class Action
adalah pengajuan gugatan secara
perwakilan oleh seorang atau lebih yang
ditunjuk untuk membela kepentingan
sendiri atau kelompok dalam jumlah yang
besar.

Banyak negara-negara didunia
menggunakan defendant class action,
seperti Inggris, Austraia, India, Amerika
Serikat dan Kanada serta Indonesia. Di
Inggris, Defendant Class Action terhadap
suatu asosiasi yang bukan merupakan
korporasi tidak diperkenankan, karena
fluktuasi keanggotaannya serta adanya
fakta bahwa masing-masing anggota
berhak mengaj ukan pembel aan pribadi.

. Public Class Action dan Private Class
Action

Pembagianini didasarkan padasiapa
yang mewakili untuk menuntut ke
pengadilan ddam hal terjadi ketidakadilan
bagi masyarakat luas atau pembagian
berdasarkan pada kepentingan yang
hendak dilindungi. Public Class Action
adalah gugatan yang digjukan terhadap
pelanggaran kepentingan publik, biasanya
digjukan oleh instansi pemerintah yang
mempunyai kapasitas (biasanya jaksal
penuntut umum) dimanaingtand pemerintah
tersebut bukan anggota atau bagian dari

suatu kelompok yang secara langsung
dirugikan

Sedangkan, Private Class Action
adalah gugatan yang digukan terhadap
pelanggaran hak-hak perorangan yang
dialami oleh sggumlah besar orang. Class
Actionini digukan oleh perorangan yaitu
oleh seorang atau beberapa orang yang
menjadi bagian dari suatu kelompok atas
dasar kesamaan permasa ahan hukum dan
tuntuten.

. True ClassAction, Hybrid Class Action

dan Spurious Class Action

Pembagian Class Action dalam
kelompok True Class Action, Hybrid
Class Action dan Spurious Class Action
dikenal dalam negara Amerika.
Berdasarkan Federal Rule of Civil
Procedure tahun 1938 membagi Class
Action ke dalam tigajenis Class Action
yaitu True Class Action, Hybrid Class
Action dan Spurious Class Action.

True Class Action adalah Class
Action dimana dalam suatu kelompok,
seluruh anggotake ompoknyamempunyai
kepentingan yang samaatau mempunyai
hak yang diperoleh bersama-samadan atas
kasus yang sama. Hybrid Class Action
adalah Class Action dimana hak yang
dituntut oleh suatu kelompok orang ada
beberapatetapi objek gugatannyaadalah
untuk memperol eh putusan hakim tentang
tuntutan terhadap suatu barang atau hak
milik tertentu dari tergugat.

Sementara, Spourious ClassAction
adalah Class Action dimana beberapa
kepentingan dari paraanggotakelompok
yang tidak saling berhubungan satu sama
denganyang lainddam permasdahanyang
samaterhadap seorang tergugat.
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Di Indonesiadengan mengadops model
yang berkembang di negara-negarapenganut
Common Law System seperti Inggris,
AmerikaSerikat, Kanada, danAudtrdia, maka
untuk pertama kali wacana gugatan Class
Action diusulkan dan diskusikan dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23
Tahun 1997 tentang Pengel olaan Lingkungan
Hidup (sekarang menjadi UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup), dan selanjutnya
dituangkan dalam ketentuan Pasal-pasal UU
No0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, UU No.18 Tahun 1999 tentang
JasaKonstruksi dan UU No. 41 Tahun 1999
tentang K ehutanan.

Pemahaman Tentang ClassAction

Ada beberapa definisi yang mencoba
menjeaskanigtilah ClassAction, baik menurut
kamus hukum, peraturan perundangan
maupun dari ahli hukum.
Black’s Law Dictionary

Class Action adal ah sekel ompok besar
orang yang berkepentingan dalam suatu
perkara, satu atau |ebih dapat menuntut atau
dituntut mewakili kelompok besar orang
tersebut tanpaperlu menyebut satu peristiwa
satu anggotayang diwakili.
UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH)

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengd olaan Lingkungan Hidup yang dimaksud
class action adalah hak kelompok kecil
masyarakat untuk bertindak mewakili
masyaraka ddam jumlah besar yang dirugikan
atas dasar kesamaan permasa ahan, faktadan
tuntutan yang ditimbul kan karenapencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UPPLH)

Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009
menyatakan bahwa hak masyarakat untuk
mengaj ukan gugatan perwakilan kelompok
untuk kepentingan dirinyasendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat apabila
mengal ami kerugian akibat pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup atas dasar
kesamaan faktaatau persitiwa, dasar hukum,
sertatuntutan di antarawakil kelompok dan
anggotake ompoknya.

Segjak diundangkan UUPLH, semangat
gugatan perwakilan jugadiadops oleh UU
No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
dimana Pasal 71 menyatakan bahwa
masyarakat berhak menggjukan gugatan
perwakilan (Class Action) ke pengadilan dan
atau melaporkan kepada penegak hukum
terhadap kerusakan hutan yang merugikan
kehidupan masyarakat terbatas padatuntutan
terhadap pengel ol aan hutan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(Supriadi, 2010:512-513).

Selain masyarakat yang memiliki hak
untuk mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan akibat terjadinyakerusakan hutan,
UU Kehutanan, memberi kesempatan pada
organisas sesual Pasdl 73. Dengan ketentuan;
(@) berbentuk badan hukum; (b) organisasi
tersebut dalam anggaran dasarnya dengan
tegas menyebutkan tujuan didirikannya
organisas untuk kepentingan pdestarianfungs
hutan; dan (c) telah mel aksanakan kegiatan
sesual dengan anggaran dasarnya.

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentangAcara
Gugatan Perwakilan Kelompok

Di Indonesiaterminologi ClassAction

diartikan menjadi perwakilan kelompok
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PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan
gugatan perwakilan kelompok (ClassAction)
sebagai suatu prosedur pengaj uan gugatan,
dimanasatu orang atau | ebih yang mewakili
kel ompok menggj ukan gugatan untuk dirinya
sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok
orang yang jumlahnyabanyak, yang memiliki
kesamaan faktaatau kesamaan dasar hukum
antara wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.

Pendapat Pakar Hukum

Mas Achmad Santosa menyebutkan
Class Action pada intinya adalah gugatan
perdata (biasanyaterkait dengan permintaan
injunction atau ganti kerugian) yang digukan
oleh sgumlah orang (dalamjumlahyangtidak
banyak, misa nyasatu atau duaorang) sebagai
perwakilan kel as(classrepesentatif) mewakili
kepentingan mereka, sekaligus mewakili
kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya
yangjugasebagai korban. Ratusan atau ribuan
orang yang diwakili tersebut diistilahkan
sebagai class members.

Dari beberapa definisi tersebut dapat
dis mpulkan bahwaClass Action adalah suatu
gugatan perdatayang digukan oleh satu orang
atau lebih yang mewakili kelompok yang
dirugikan untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan karenaadanyakesamaan faktadan
dasar hukum antarasatu orang atau lebih yang
mewakili kelompok dengan kel ompok yang
diwakili (Koesnadi Hardjasoemantri,
2009:427).

N.H.T. Siahaan (2004:334-335)
mengemukakan bahwadalam gugatan Class
Action terdapat duaunsur subyek pengguget,
yaitu: Pertama, penggugat yang mewakili
(daamjumlah kecil), yang lazim dissbut wakil
kelompok atauwakil kelasyakni parakorban
yang bertindak mewakili; Kedua, parakorban

lainnya (dalam jumlah besar) yang diwakili,
yang lazim disebut dengan anggotakelas atau
anggotakelompok. Keuntungan dari gugatan
ini, meskipun parakorban umumnyabersifat
masal (banyak), tetapi cukup diwakili oleh
beberapa orang dan tidak perlu harus
memberikan surat kuasasatu per satu kepada
merekayang mewakilinya. Inilah hal pokok
yang membedakannyadengan S ssem gugatan
biasa

Mekanisme penyelesaian sengketa
meladui gugatan perdatake pengadilan negeri
(litigasl) dalam sistem hukum di Indonesia
pada dasarnyadiatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Perdata (Herziene
Indonesi sch Reglement/HIR, atau Reglemen
Indonesia yang diperbarui (Sb. 1848 No. 16
dan Sb. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa
dan Madura, sedangkan untuk daerah luar
Jawa dan Maduraberlaku Rechtsreglement
Buitengewesten/Rbg (Reglement Daerah
Seberang — Stb. 1927 No. 227) untuk daerah
luar Jawadan Madura (http://mww.inil ah.com/

berital politik/ 2007/08/03/71/obyek-class-

action-terbatas/, 5 Juli 2010).

Tetapi, sgjak tahun 1997 dalam sistem
hukum di Indonesiadiatur satu mekanisme
penyelesaian sengketame dui ja ur pengadilan
yang dikenal sebagai gugatan perwakilan
kelompok masyarakat (classaction). Dalam
Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPLH) dinyatakan seperti berikut:
“Masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan dan/atau
melaporkan ke penegak hukum mengenai
berbagai masalah lingkungan hidup yang
merugikan perikehidupan masyarakat”.

Penjelasan Pasal 37 (1) UULH
menyatakan bahwa: “yang dimaksud hak
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mengajukan gugatan perwakilan adalah
hak kelompok kecil masyarakat untuk
bertindak mewakili masyarakat dalam
jumlah besar yang dirugikan atas dasar
kesamaan permasalahan, fakta hukum,
dan tuntutan yang ditimbulkan karena
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup”. Dari rumusan Pasal 37
(1) UUPLH di atas dapat diartikan bahwa
gugatan CA dalam kasus lingkungan hidup
merupakan hak prosedural dari kelompok
masyarakat (Class Members) dalam bentuk
gugatan ke pengadilan melalui perwakilan
kelompoknya (Class Representative), atas
dasar kesamaan permasal ahan, faktahukum,
dan tuntutan untuk memperol eh ganti rugi dary
atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan
pecemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang dilakukan tergugat.

Lebih lanjut, dalam UU No. 41 Tahun
1999 tentang K ehutanan diatur pulamengenal
gugatan CA dalam kaitan dengan kasus
perusakan hutan. Dalam Pasal 71 (1)
dinyatakan: “Masyarakat berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan dan atau melaporkan ke
penegak hukumterhadap kerusakan hutan
yang merugikan kehidupan masyarakat”.
Selain itu, dalam UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan K onsumen (WUPK) juga
diatur mengenai hak masyarakat untuk
mengajukan gugatan CA untuk kasus
pelanggaran pel aku usahaterhadagp konsumen.
Dalam Pasal 46 (1) UU No. 8 Tahun 1999
dinyatakan: Gugatan atas pel anggaran pe aku
usahadapat dilakukan oleh:

1. Seorangkonsumenyang dirugikan atau ahli
warisyang bersangkutan;

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai
kepentingan yang sama.

1. Lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat yang memenuhi
Syard,

2. Pemerintah darv/atauingtans terkait gpabila
barang dan/atau jasayang dikonsums

Gugatan CA bermakna untuk
menghindari adanyagugatan-gugatanindividud
yang bersifat pengulangan (repition) terhadap
permasd ahan, faktahukum, dan tuntutan yang
samadari sekelompok orang yang menderita
kerugian karenakasus pencemaran dan/ atau
perusakan lingkungan hidup.

Hal ini berarti gugatan yang digjukan
sekelompok orang melalui gugatan CA akan
lebih bersifat ekonomis (judicial economic)
jika dibanding setiap orang mengajukan
gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan. Sdain
itu, waktu dan biayayang harus dikel uarkan
untuk mengg ukan gugatan CA akan menjadi
lebih efisen (judicial cost efficiency) apabila
dibandingkan dengan menga ukan gugatan
secaraindividua dari masing-masing anggota
kel ompok.

Gugatan CA memberi akses pada
keadilan (access to justice) karena beban
yang ditanggung bersamauntuk menggukan
gugatan ke pengadilan dalam rangka
memperjuangkan hak kelompok masyarakat
ataskeadilan memperol eh ganti kerugian dar/
atau melakukantindakantertentumenjadi lebih
diperhatikan dan  diprioritaskan
penanganannyaol eh pengadilan.

Gugatan CA juga mempunyai makna
penting dalam upayapendidikan hukum (legal
education) ddammasyarakat : (a) di satuss
gugatan CA dapat mendorong perubahan
sikap kel ompok masyarakat (classmembers)
untuk memperol eh keadilan dan |ebih berani
menuntut haknyamelaui ja ur pengedilan; (b)
di 95 laingugatan CA mendorong perubahan
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skap dari merekayang berpotens merugikan
hak dan kepentingan masyarakat luasdalam
pengd olaan lingkungan hidup; dan (C) gugatan
CA juga dapat menimbulkan efek jera
(deterrent effect) bagi sigpapun yang pernah
merugikan hak dan kepentingan kel ompok
orang dalam masyarakat (Koesnadi
Hardjasoemantri,2009:428).

Untuk menjagamakna dan tujuan dari
pengajuan gugatan CA seperti diuraikan di
atas, makasetigp gugatan CA harusmemenuhi
persyaratan seperti berikut : “adanya sejumlah/
sekelompok orang (numerousity of class
members) dan beberapa orang dari mereka
yang diberi kuasamewakili dirinya sendiri
maupun anggota kelompoknya (class
representative) untuk mengaj ukan gugatan
perdata ke pengadilan. Adanya kesamaan
permasa ahan, faktahukum, dan kepentingan
dari semuaanggotakel ompok (commonality
of classmembers), baik yang memberi kuasa
maupun yang diberi kuasa, ddam pengajuan
gugatan perdatake pengadilan.

Adanya kesamaan jenis tuntutan
(typicality) ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu dari semua anggota
kelompok yang diweakili maupunyang mewakili
kelompoknya. Adanya kelayakan karakter
dari para wakil kelompok (class
representative) untuk tampil secarajujur, adil,
bertanggungj awab dan mampu melindungi
kepentingan semua anggota kel ompoknya
(class members) dalam persidangan di
pengadilan (adequacy of representation)
(Koesnadi Hardjasoemantri,2009:429).

Dari uraianmengena pengertian, makna
dan tujuan pokok gugatan CA seperti di atas
dapat diketahui bahwa gugatan CA pada
dasarnyamerupakan bagian dari mekanisme
penyelesaian sengketa perdata melalui

jalur pengadilan (in court settlement) oleh

sekelompok orang dengan memberi kuasa

kepadasatu atau | ebih orang (yang berasd dari
anggota kelompoknya) untuk mewakili
mengg ukan gugatan ke pengadilan.

Jkadikatkan dengan ketentuan mengena
hak gugat perwakilan (Class Action) dalam
Pasal 37 (1) UUPLH; Pasal 71 (1) UU
K ehutanan; dan Pasal 46 UU Perlindungan
Konsumen, maka terdapat perluasan
pengertian, maknadantujuan dari gugatan CA,
karena: mengenai muatan haknya, hak
kelompok masyarakat ternyatatidak hanya
menyangkut pengajuan gugatan perdatake
pengadilan meldui perwakilannya, tetapi juga
mengenal hak untuk melaporkan ke penegak
hukum (pidana) mengenal pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup (dalam
UUPLH), atau mengenai kerusakan hutan
(dalam UU Kehutanan) yang merugikan
kepentingan masyarakat.

Mengenai subyek hukumnya: subyek
hukum yang mempunyai hak mengajukan
gugatan CA dalam UUPLH dan UU
K ehutanan ternyata tidak hanya kelompok
masyarakat meaui perwakilannya, tetapi juga
dapat dilakukan melalui representative
standing oleh:

1. Ingans Pemerintahyang bertanggungjawab
di bidang lingkungan hidup mewakili
kepentingan masyarakat (ddam UUPLH);
atau

2. Pemerintah dan/atau Instansi terkait
mewakili sgumlah konsumenyang menjadi
korban pelanggaran pel aku usaha (dalam
UU Perlindungan Konsumen).

Sdlainitu, dalam konteks instrumen
hukum yang diperlukan untuk mengajukan
gugatan CA ternyata masih belum cukup
dengan ketentuan pasal yang diatur dalam
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undang-undang, karena secara eksplisit
dinyatakan lebih lanjut akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan,
sejauh ini PP yang dimaksudkan untuk
mengoperasond prosedur gugatan CA belum
diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini
mempunyai implikas yang signifikandalam
hubungan denganimplementas dankinerja
hakim ketika memeriksa gugatan CA di
pengedilan.

Unsur-unsur dan Persyaratan Class
Action

Dari beberapa definisi Class Action
maka didapatkan unsur-unsur Class Action
terdiri dari :

1. Gugatan secaraperdata.

Gugatan dalam dassaction masuk ddam
lapangan hukum perdata. Istilah gugatan
dikena dalam hukum acara perdata sebagai
suatu tindakan yang bertujuan untuk
memperol eh perlindungan hak yang diberikan
oleh pengadilan untuk menghindari adanya
upayamain hakim sendiri (eigenrechting).
Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak
yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya
adal ah pengugat dan tergugat. Pihak disini
dapat berupa orang perseorangan maupun
badan hukum. Umumnya tuntutan dalam
gugatan perdataada ah ganti rugi berupauang.
2. Wakil Kelompok (Class Representative)

Adalah satu orang atau lebih yang
menderitakerugian yang menggukan gugatan
sekaigusmewakili kelompok orangyanglebih
banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil
kelompok tidak disyaratkan adanyasuatu surat
kuasakhusus dari anggotaK elompok. Saat
gugatan classaction digjukan ke pengadilan,
maka kedudukan dari wakil Kelompok
sebaga penggugat aktif.

3. AnggotaKelompok (ClassMembers)

Addah sekddompok orang daam jumlah
yang banyak yang menderitakerugian yang
kepentingannyadiwakili olehwakil kelompok
di pengadilan. Apabilaclassaction digjukan
ke pengadilan makakedudukan dari anggota
kelompok ada ah sebagal penggugat pasif.

4. Adanyakerugian

Untuk dapat mengajukan classaction,
baik pihak wakil kelompok (class
repesentatif) maupun anggota kelompok
(class members) harus benar-benar atau
secara nyata mengalami kerugian atau
diistilahkan concreteinjured parties.

5. Kesamaan peristiwaatau faktadan dasar
hukum

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan
kesamaan dasar hukum (question of law)
antara pihak yang mewakili (class
representative) dan pihak yang diwakili (class
members). Ada persyaratan—persyaratan
yang harus dipenuhi dalam menggunakan
prosedur Class Action. Tidak terpenuhi
persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan
yang digjukantidak dapat diterima.

Terdapat persyaratan—persyaratan yang
harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur
gugatan perwakilan kelompok di pengadilan
Perdata di Indonesia. Tidak terpenuhi
persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan
yang diajukan tidak dapat diterima.
persyaratan dalam gugatan perwakilan
kelompok, meliputi:(E.Sundari,2002:26)

a. Adanya sejumlah anggota yang besar
(Numerosity)

Jumlah anggota kelompok (class
members) harus sedemikan banyak
sehinggatidaklah efektif dan efisen gpabila
gugatan dilakukan secarasendiri-sendiri
(individud).
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b. Adanyakesamaan (Commonality)

Terdapat kesamaan fakta(peristiwa)
dan kesamaan dasar hukum (question of
law) antarapihak yang mewakilili (class
representative) dan pihak yang diwakili
(class members), sehingga wakil
Kelompok dituntut untuk menjelaskan
adanyakesamaanini.

c. Sgenis(Typicality)

Tuntutan (bagi plaintiff Class
Action) maupun pembel aan (bagi defedant
ClassAction) dari seluruh anggotayang
diwakili (class members) harus sgjenis.
Padaumumnyadaam gugatan perwakilan
kelompok, jenis tuntutan yang dituntut
adal ah pembayaran ganti kerugian.

d. Wakil kelompok yang jujur (Adequacy of
Repesentation)

Wakil kelompok harus memiliki
kejujuran dan kesungguhan untuk
melindungi kepentingan anggotake ompok
yang diwakili. Untuk menentukan gpakah
wakil kelompok memiliki kriteria
Adequacy of Representation tidaklah
mudah, hal ini sangat tergantung dari
penilaian hakim. Untuk mewakili
kepentingan hukum anggota kelompok,
wakil kelompok tidak dipersyaratkan
memperoleh surat kuasa khusus dari
anggota kelompok. Namun, dalam hal
wakil kelompok mewakilkan proses
beracara kepada pengacara, makawakil
kelompok harusmemberikan surat kuasa
khusus kepadapengacarapilihannya.

Praktik ClassAction di Indonesia

Tolok ukur dari pengakuan ClassAction
di Indonesiaadalah dengan dikeluarkannya
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengel olaan
Lingkungan Hidup yang kemudian menjadi UU

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengel olaan Lingkungan Hidup.

1. Periode sebelum adanya pengakuan
Class Action

Sebelum tahun 1997, meskipun belum
adaaturan hukum yang mengatur mengenai
Class Action, namun gugatan Class Action
sudah pernah dipraktikkan dalam dunia
peradilan di Indonesia. Gugatan classaction
yang pertamadi Indonesadimula padatahun
1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan
melawan Bentod Remagja, Perusahaan 1klan,
dan Radio SwastaNiagaPrambors. Perkara
Bentoel Remgayangdigjukan di PN Jakarta
Pusat (Bambang Sutiyoso, http://
litbangperadiyk.blogspot.com/
2009 05 01 archive.html 5Juli 2010).

Menyusul kemudian Kasus Muchtar
Pakpahan melawan Gubernur DK Jakarta&
Kakanwil Kesehatan DK (Kasus Endemi
Demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat pada
tahun 1988 dan Kasus Y LKI melawan PT.
PLN Persero (Kasus Pemadaman Listrik
Se-Jawa Bali Tanggal 13 April 1997) pada
tahun 1997 di PN Jakarta Selatan.

Dalam gugatan Bentoel Remaja,
PengacaraR.O. Tambunan menddilkanddam
gugatannyabahwaiatidak hanyamewakili
dirinyasebagai orangtuadari anaknyanamun
jugamewakili seluruh generasi mudayang
diracuni karena iklan perusahaan rokok
Bentoel. Dalam kasus demam berdarah,
pengacara Muchtar Pakpahan selaku
penggugat mendalilkan bahwaiabertindak
untuk kepentingan diri sendiri sebagal korban
wabah demam berdarah maupun mewakili
masyarakat penduduk DK Jakartalainnya
yang menderitawabah serupa.

Dari ketiga kasus Class Action di atas
sayangnya tidak ada satupun gugatan yang
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dapat diterima oleh pengadilan dengan

pertimbangan:

a. Gugatan classaction bertentangan dengan
adagium hukum yang berl aku bahwatidak
ada kepentingan makatidak aksi (point
d’interest, point d’action). Hal ini
diperkuat ddam yurisprudenst MA ddam
putusannya pada tahun 1971 yang
mengisyaratkan bahwa gugatan harus
digukanolehorangyangmemiliki hubungan
hukum.

b. Pihak penggugat tidak berdasarkan pada
suatu Surat Khusus, dalam Pasal 123HIR
disebutkan bahwauntuk dapat mewakili
pihak lainyang tidak adahubungan hukum
diperlukan suatu surat khusus.

¢. Blumadahukum positif di Indonesiayang
mengatur mengenal gugatan ClassAction,
baik soal definisi maupun prosedura
mengajukan gugatan Class Action ke
pengadilan.

d. BahwaClassAction lebih didominas di
negarayang menganut stel sl hukum Aglo
Saxon, sementara tradisi hukum di
Indonesialebih dominan dipengaruhi oleh
stelsel hukum Eropa Kontinental.

2. Periode setelah adanya pengakuan
Class Action

Class Action dalam hukum positif di
Indonesiabaru diberikan pengakuan setelah
diundangkannyaUU Lingkungan Hidup pada
tahun 1997 kemudian diatur puladalam UU
Perlindungan K onsumen dan UU Kehutanan
padatahun 1999.

Namun pengaturan Class Action hanya
terbatasdan diatur dalam beberagpapasa sgja.
SelainituketigaUU tersebut tidak mengatur
secara rinci mengenai prosedur dan acara
daam gugatan perwakilan kelompok (Class

Action). Sebelum tahun 2002, gugatan secara
Class Action umumnya dilakukan tanpa
adanya mekanisme pemberitahuan bagi
anggotake ompok dan pernyataan kel uar dari
anggota kelompok. Gugatan secara Class

Action dilaksanakan melalui prosedur yang

samadengan gugatan perdatabiasa.

Ketentuan yang secarakhusus mengenai
acaradan prosedur Class Action baru diatur
pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya
PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam
PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur tentang
kewajiban pemberitahuan bagi wakil
kelompok dan membukakesempatan keluar
dari gugatan class action bagi anggota
kelompok (opt out).

Setelah pengakuan Class Action pada
tahun 1997, gugatan secara Class Action
menjadi sering digunakan oleh para pencari
keadilan. Beberapakasus Class Action yang
digukan setelah diundangkannyaUU No.23
Tahun 1997 tentang Pengel ol aan Lingkugan
Hidup (EmersonYuntho, 2005:2).

a Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepaa
keluarga melawan 3 perusahaan badan
hukum di Metro Lampung (perkaraNo.
134/Pdt.G/1997/PN. Jkt Sdl).

b. Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili
1.016.929 penduduk K abupaten Tubanvs
Komis A DPRD Tuban (PerkaraNo. 55/
Pdt.G/200/PN. Tuban).

c. Gugatan Yayasan LBH Riau (Firdaus
Basyir) melawan 4 Perusahaan
Perkebunan di Riau (kasus asap akibat
kebakaran hutan dan lahan) (No. 32/Pdt/
G/200/PN/PBR). 139 penarik becak
mewakili juga5000 orang penarik becak
di Jekaratavs Pemerintahan RI cg. Menteri
Daam Negeri cq. KepaaDaerah Khusus
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Ibukota Jakarta (Perkara No. 50/Pdt.G/
2000/PN.JKkt Pst).

d. Gugatan 37 wargaDedli Serdang melawan
DPRD Kabupaten Deli Serdang dan
Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/
Pdt.G/2001/PN.LP).

e. Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang)
mewakili 34 juta penduduk JawaTimur
melawan 18 Anggota Komisi B DPRD
Proping JawaTimur (kesusperjdanan sudi
banding paraanggotaDPRD JawaTimur)
(PerkaraNo. 593/Pdt.G/2000/PN.SBY).

f. Gugatan Didik Hadiyanto Cs melawan
Saeh Ismail Iskandar, S.H. (anggota
DPRD Jawa Timur) dalam kasus
“Pernyataan Surabaya Kota Pelacur,
KotaSampah, dan Kota banjir” (Perkara
No. 210/Pdt.G/2001/PN. SBY).

Pada tahun 2001-2002 beberapa
gugatan Class Action yang sempat tercatat
ada ah (Emerson Yuntho, 2005:3-4.):

a. Gugatan korban kecel akaan keretaapi di
Brebesterhadap PT KeretaApi Indonesia
di Pengadilan Negeri JakartaPusat pada
13 Mei 2002.

b. Gugatan ClassAction Serikat Pengacara
Indones akepadaK etuaBadan Pengawas
Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI
Bambang Sungkono sebagal Terguget |, 14
orang anggota Komisi D DPRD DKI
sebagai Tergugat |1, Kepala Dinas Tata
Kota DKI Ahmadin Ahmad sebagai
Tergugat 111 dan PT pembangunan Jaya
Ancol (PT PJA) sebagai Tergugat IV. Di
PN Jakarta Pusat padabulan Mei 2001.

c. Gugatan yang digjukan 9 (sembilan)
konsumen (classrepresentatif) gaselpiji
sebagal perwakilan konsumen elpiji se-
Jabotabek (class members) kepada
Pertaminaataskenaikan hargagasdpiji di

PN Jakarta Pusat bulan Oktober 2001.

d. Gugatan pengungs Timor-Timur terhadap
pemerintah Indonesiadi PN JakartaPusat
padabulan November 2001.

e. Gugatan yang dilakukan pedagangkaki lima
(PKL) yang menjadi korban gusuran di
Karang Anyer Jakarta Pusat terhadap
Gubernur DK, di PN Jakarta Pusat tahun
2001 .

f. Gugatan 15 (limabelas) orang wargayang
mengatasnamakan seluruh warga DKI
Jakarta terhadap Presiden Megawati
Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta
Sutiyoso dan Gubernur Jabar R Nuriana
atas peristiwabanjir yang terjadi padaakhir
Januari hingga awal Februari 2002 ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 13 Maret 2002.

Berikut adal ah tigacontoh kasus Class

Action yang menarik perhatian masyarakat di

Indonesa

1. Kasus Gugatan Class Action Kapak
LPG

Padatangga 3 November 2000 muncul
Surat Keputusan dari Pertamina tentang
kenaikan harga elpiji yaitu S.K. No. Kpts-
097/C00000/2000-S3, dimana kenaikan
hargasekitar 40 % dari hargasebelumnya.

Kenaikan ini menimbulkan reaksi dari
konsumen gaselpiji karenaproses kenaikan
tersebut dilakukan secara sepihak tanpa
adanyasosidisas, yang dinila bertentangan
dengan hak-hak konsumen, terutama hak
konsumen untuk mendapatkaninformad yang
benar, jelas dan jujur, serta hak konsumen
untuk mendapatkan kompensasi dan ganti
kerugian sebagaimanadiatur dalam UU No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Padahal lahirnya Pertamina
merupakan implementas dari Pasal 33UUD
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1945 yang dimaksudkan untuk mengusahakan
kekayaan bumi nusantara untuk sebesar-
besarnyakemakmuran rakyat Indonesia

Berdasarkan hal tersebut, maka
konsumen gasel piji melakukan upayahukum
gugatan perbuatan melawan hukum dengan
menggunakan prosedur acara Class Action
yang dilaksanakan bersama Tim KAPAK
LPG (Komite Advokasi Pemakai Anti
Kenaikan LPG). Sebagai pihak Penggugat
adalah 200.000 jiwa konsumen LPG se-
jabotabek yang diwakili oleh 9 orang sebagai
perwakilan kelompok (class representatif),
dengan spesifikad wilayah perwakilan anggota
yang diwakilinyayaitu dari wilayah Jakarta
Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta
Utara, JakartaBarat, wilayah Bogor, wilayah
Bekasl, wilayah Tangerang, sertakonsumen
anggotakelompok dari wilayah Depok yang
memberikan kuasanyakepadadua pul uh satu
pengacarapublik dari berbagai LSM seperti
YLKI, ICEL, APHI, dan LBH Jakarta.
Sedangkan sebagal Terguget add ah Pertamina
sebagai Tergugat | dan Dewan Komisaris
Pemerintah untuk Pertaminasebagal Tergugat
Il Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri
JakartaPusat dengan No. 550/Pdt.G/2001.

Sebaga dasar kesamaan kedudukan dan
kepentingan hukum para penggugat serta
wakilnya dipakai UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang telah
secaraeksplisit mencantumkan mekanisme/
prosedur gugatan Class Action sertaUU No.
14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
K ekuasaan K ehakiman yang ddam sd ah satu
pasalnya mengatur “Peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan”.

Sebagal dasar sifat perbuatan melawan
hukum yang didalilkan oleh pengguget add ah:

a. Pasd-pasal yang berkaitan dalam UU No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

b. Pasal 5 Jo. Pasal 13 huruf aUU No. 8
Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara.

c. Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada
proses peradilan tingkat pertama di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
wal aupun padasaat sebelum adaketentuan
khusus yang mengatur hukum acara
gugatan perwakilan kelompok (Class
Action), MajelisHakim yang memeriksa
perkara gugatan Konsumen LPG dalam
putusannya mengabulkan tuntutan
konsumen, yaitu: menyatakan perbuatan
Pertamina menaikkan harga sebagai
perbuatan mel awan hukum.

d. Surat Keputusan yang dibuat dinyatakan
cacat hukum dan tidak sah.

e. Mengakui secarahukum prosedur gugatan
ClassAction dengan diterimanyasembilan
orang wakil kelompok untuk mewakili
kepentingan konsumen.

f. Dikabulkannya ganti kerugian terhadap
wakil kelas dan 200.000 konsumen yang
diwakilinya Putusan Pengadilan Negeri ini
merupakan preseden yang mengembirakan
karena untuk pertama kali gugatan
masyarakat dengan menggunakan
mekanisme Class Action dimenangkan.
Meskipundi tingkat banding padaakhirnya
pihak penggugat dika ahkan.

2. KasusClassAction Konsumen K orban
KeretaApi di Brebes
Pada tanggd 25 Desember 2001 telah
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terjadi tabrakan (head to head) antara KA
Empu Jayamelawan KeretaApi GayaBaru
Malam di Stasiun Ketanggunan Barat
Kabupaten Brebes.

Akibat dari tabrakan tersebut telah
mengakibatkan tidak kurang dari 31 orang
meninggd dunia, 5orang masuk ICU, 44 orang
mengalami rawat inap, 20 orang mengalami
rawat jalan dan konsumen yang terlambat
mengd ami keterlambatan sdamalebindari 10
jamsampai ke kotatujuan.

Akibat peristiwa tersebut maka
konsumen korban keretaapi melalui kuasa
hukum dari TimAdvokas Konsumen Korban
Tabrakan KeretaApi yang terdiri dari Y LKI,
ICEL, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH
Yogyakarta, LBH APIK, PBHI, APHI,
WA LHI mengg ukan gugatan perdatasecara
class action ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 28 Maret 2002 dengan No. 114/
Pdt.G/2002/PN. Jkt. Pst.

Para Penggugat yang terdiri dari lima
orang sebaga wakil kdompok sean bertindak
untuk dirinya sendiri tetapi juga mewakili
komunitas konsumen kereta api yang
menga ami kerugian akibat terjadinyatabrakan
antaraK A Empu Jayamelawan KeretaApi
GayaBaru Maam di Stasiun Ketanggunan
Barat Kabupaten Brebes pada tanggal 25
Desember 2001. Sebagai pihak tergugat
dalam perkara ini adalah PT. Kereta Api
sebagai Tergugat |, Menteri Perhubungan RI
sebagai Tergugat 11, Menteri Negara
Pemberdayaan Badan UsahaMilik Negara
(BUMN) sebagai Tergugat 111, dan Menteri
Keuangan Rl sebagal Tergugat 1V.

Karena digjukan secara Class Action,
maka antara wakil kelompok dan anggota
kelompok korban tabrakan antara KA Empu
Jayame awan KeretaApi GayaBaruMaam

di Stasiun Ketanggunan Barat Kabupaten
Brebes pada tanggal 25 Desember 2001,
dibagi menjadi beberapasub class:

a. Penggugat | merupakan perwakilan
kelompok (Class Representatif) untuk sub
classanggotake ompok konsumen korban
tabrakan dengan kategori konsumen KA
Empu Jaya yang meninggal duniayang
berdomisili di Jakarta/Bekasi dan
sekitarnya;

b. Penggugat 11 merupakan perwakilan
kelompok (classrepresentatif) untuk sub
classanggotake ompok konsumen korban
tabrakan dengan kategori konsumen KA
GayaBaru Maam yang mengalami rawat
inap/rawat jalan/luka/cacat tetap yang
berdomisili di Jakarta/Bekasi dan
sekitarnya.

c. Penggugat 111 merupakan perwakilan
kelompok (classrepresentatif) untuk sub
classanggotake ompok konsumen korban
tabrakan dengan kategori konsumen KA
Empu Jayayang mengalami rawat inap/
rawat jalan/luka/cacat tetap yang
berdomisili di JavaTengah /DI Yogyakarta
dan sekitarnya.

d. Penggugat 1V merupakan perwakilan
kelompok (classrepresentatif) untuk sub
classanggotake ompok konsumen korban
tabrakan dengan kategori konsumen KA
GayaBaru Maam yang mengalami rawat
inap/rawat jalan/luka/cacat tetap yang
berdomisili di JawaTimur dan sekitarnya

e. Penggugat V merupakan perwakilan
kel ompok (classrepresentatif) untuk sub
classanggotaanggotakel ompok konsumen
korban tabrakan dengan kategori
konsumen KA Empu Jayayang mengdami
rawat inap/rawat jalan/lukal/cacat tetap
yang berdomisili di Jakarta/Bekas.
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Terhadap paraTergugat, Pihak Penggugat
mendalilkan sebagai berikut bahwa pihak
Terguget | tel ahmelakukan perbuatanmdawvan
hukum antaralain karenamel anggar ketentuan
dalam Undang-undang No. 13 Tentang
Perkeretagpian, Undang-undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP
No. 5 tahun 1963 tentang Peraturan
Perkeretagpian dan melanggar asaskepatutan,
ketelitian dan kehati-hatian. Pihak Tergugat I
melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan aturan dalam PPNo. 69 Tahun
1998 tentang Sarana dan Prasarana K ereta
Api.

Pihak Tergugat Il karena melanggar
ketentuan dalam PP No. 50 Tahun 1998
tentang pengalihan kedudukan, tugas dan
kewenangan Menteri Keuangan selaku
pemegang seham atau Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan
(Persero) kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Badan UsahaMilik Negara
sertaPihak Tergugat 1V mel akukan perbuatan
mel awan hukum karenamelanggar ketentuan
PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Jawatan.

Akhirnyasetel ah dil akukan pemeriksaan
di persidangan, padatanggal 6 Januari 2003,
majdishakimdaam putusannyamengabulkan
sebagian gugatan Agus Yustianingsih dan
kawan-kawan secara Class Action.
Sebaliknya, seluruh ekseps tergugat ditol ak.
Majelis melepaskan Tergugat 11 hingga
Tergugat 1V dari gugatan ganti rugi. Menurut
majelis, ketiga tergugat tidak terbukti
melakukan perbuatan mel awan hukum yang
menyebabkan kerugian paratergugat, yang
terbukti hanyakesadahanterguget |, PT Kereta
Api Indonesia(KAL).

Karena Penggugat tidak dapat
membuktikan kesalahan paratergugat I1-1V
yang secaralangsung menyebabkan kerugian
bagi penggugat. Menurut pertimbangan mgdis
hakim, gugatan ganti rugi dari penggugat
dikabulkan sepanjang mengenai biaya
penguburan, santunan kematian, biaya
perjdanan pulang pergi ke stasiun kedatangan
atau tujuan, biayapenggantian barang yang
hilang, biaya pengobatan sampai pulih, serta
santunan bagi yang cacat.

3. Gugatan ClassAction Banjir Jakarta
2002

Padabulan Januari-Februari 2002 terjadi
banjir yang sangat besar di Jakarta dan
sekitarnya. Bencana banjir tersebut
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit
baik kerugian materiil maupunimateriil, yang
sifatnyaindividua maupun komunal yang
diderita oleh kurang lebih 8.300.000 jiwa
wargaJakarta.

Kerugian ini salah satunyadisebabkan
karenatidak adanyaperan pemerintah sebagai
pel ayan publik terutamadalam ha pemberian
peringatan dini (early war ning system) dan
respon cepat darurat (emergency response)
padawaktu terjadi peristiwabanjir tersebut.
Berdasarkan hal tersebut warga Jakarta
mel akukan upaya hukum untuk menuntut
perbuatan hukum yang dilakukan oleh
pemerintah, dan karenakorban jumlahnya
banyak, sertamemiliki kesamaan fakta, dasar
hukum, sertakesamaan jenistuntutan maka
digunakan prosedur/mekanisme gugatan
kelompok (Class Action).

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri
JakartaPusat padabulan Maret 2002 dengan
No0:83/Pdt.G/2002, dimana sebagai
penggugeat add ah warga Jakartakorban banjir
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yang terdiri dari 15 orang wakil kelompok

yang mewakili penggugat dalam klasifikas

wakil kelompok sebagai berikut:

a. Korban banjir yang mengalami kerugian
hilangnyajiwa/meninggal, Korban banjir
yang menderitasakit, Korban banjir yang
menderitakerugian kehilangan hartabenda,
Korban banjir yang menderita kerugian
kerusakan hartabenda.

b. Korban banjir yang menderita kerugian
kehilangan keuntungan yang seharusnya
didapatkan, sedangkan dasar kesamaan
kedudukan dan kepentingan hukum para
wakil kelompok dalam kaitan dengan
prosedur gugatan Class Action pada
waktu itu dipaka beberapaketentuan yang
secaraeksplist mengatur prosedur gugatan
class action seperti UU No. 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungann Konsumen, UU No. 18
Tahun 1999 tentang Jasa Kongtruksi, UU
No. 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan
serta beberapa peraturan lain dan
jurisprudens yang ada.

Sedangkan sebagai pihak yang digugat

(tergugat) add ah:

1) Negara Republik Indonesia, cq.
Presiden Republik Indonesiasebagai
pihak Tergugat I.

2) Negara Republik Indonesia , cq.
Presiden Republik Indonesia cq
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Propinsi DKI Jakarta sebagai pihak
Terguget |1.

3) Negara Republik Indonesia cq.
Presiden Republik Indonesia cq
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Proping JawaBarat sebagal pihak Turut
Tergugat.

Pada tanggal 26 April 2002 berlaku
PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengatur
acara gugatan perwakilan kelompok.
Bebergpaaturan ddam PERMA ini kemudian
dijadikan alasan bagi paratergugat dan turut
tergugat dalam mengajukan eksepsinya,
bebergpaha yang dipermasalahkan misanya:
Gugatan tidak mendasarkan padaaturan/UU
spesifik yang telah mengatur/mencantumkan
mekani sme gugatan perwakilan kel ompok;
sesua dengan PERMA, untuk sshnyagugatan
perwakilan ke ompok harusdituangkan ddam
bentuk penetapan sehingga gugatan harus
dianggap prematur dan dinyatakan tidak
diterima.

Penggunaan istilah “wakil kelas” sebagai
pengganti istilah penggugat, mempertanyakan
legaitaskedudukan wakil kel as. Akan tetapi
mag elishakim tidak mengabulkan ekseps dari
tergugat dan turut tergugat dalam putusan
selanyadengan pertimbangan hukum karena
ketikapemeriksaan dimulai PERMA belum
berlaku sehinggaketentuan dalam PERMA
yang muncul kemudiantidak dapat berlaku
surt.

Dalam putusan sdlaMgdisHakim juga
menetapkan untuk melanjutkan proses
peradilan untuk memeriksapokok perkaranya
dan meminta Penggugat untuk melakukan
pemberitahuan (notifikasi) kepadaanggota
kelaslewat mediamassa seperti yang diatur
dalam PERMA.. Notifikas tersebut kemudian
dilakukan pada harian WartaK otatanggal 27
Juli 2002.

Setelah dilakukan pemeriksaan di
persidangan akhirnyaMgelisHakim dalam
putusannyamenolak gugatan 15 orang warga
korban banjir pada 21 November 2002.
Dalam putusan akhirnya, majelis hakim
menolak dalil para penggugat ClassAction.
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Majelis Hakim menilai bahwa yang
bertanggung jawab terhadap banjir di Jakarta
bukan Gubernur DK, melainkan masing-
masingWdikotadi limawilayah DKI. Mgédlis
berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan otonomi daerah berada pada
tingkat Kotamadya dan atau Kabupaten,
bukan pada Propinsi. Oleh karenanyahanya
pemerintahan Kabupaten dan Kotamadya
yang dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Sdlainitu disebutkan pulabahwa
Tergugat 1l (Gubernur DKI) telah berdaya
upaya telah berusaha menanggulangi dan
mengendalikan banjir di Jakarta sepanjang
Januari- Februari 2002.

1. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa: Pertama, Gugatan
perwakilan atau Class Action berasal dari
sistem hukum Anglo Saxon atau Common
Law yang kemudian diakui dan diatur secara
tegasolen UUPLH, selanjutnyadiikuti oleh
UU Kehutanan, UU JasaKongtruks, dan UU
Perlindungan K onsumen. Pemahaman secara
prinsip, classaction (CA) merupakan bagian
dari mekanisme penyelesaian sengketa
perdata melalui jalur pengadilan (in court
settlement) ol eh sekel ompok orang dengan
memberi kuasakepadasatu atau |ebih orang
(yang berasal dari anggota kelompoknya)
untuk mewakili mengajukan gugatan ke
pengadilan.

Kedua, dalam praktik hukum di
Indonesia, CA sudah mengemukadan sering
digunakan parapencari keadilan atau praktis
hukum. Kendati demikian pemahamannya
masih sering overlapping dengan gugatan

berdimensi publik lainnya seperti legal
standing.
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